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Abstract

This article discusses the impact of territorial expansion on the socio-political structure among Papuans.
The strategic issue of socio-economic and cultural transformation that is driven through territory
expansion becomes hampered when new Papuan elites take over resources. The formation of a new
social class, namely the new Papuan elites provided enormous political economy benefits in the
expansion of the region. Strategic political positions and access toward development projects are
tempting income. The presence of the new Papuan middle class is an important phenomenon in the
midst of various development efforts for the welfare of the Papuan. Applying ethnographic approach this
study aims to examine the process of the formation of Papuan elites as an impact of the dynamics of
regional expansion, as well as the habitus of the presence of elites and strategy practiced in the
community level.

Artikel ini mendiskusikan dampak dari pemekaran daerah terhadap struktur sosial politik di tengah
masyarakat Papua. Isu strategis transformasi sosial ekonomi dan budaya yang digerakkan melalui
pemekaran daerah menjadi terhambat saat para elit baru Papua mengambilalih sumber daya.
Terbentuknya kelas sosial baru yaitu para elit baru Papua memberikan keuntungan ekonomi politik
yang sangat besar dalam pemekaran daerah. Jabatan politik strategis dan akses proyek-proyek
pembangunan menjadi pendapatan yang menggiurkan. Kehadiran kelas menengah baru Papua ini
menjadi fenomena penting di tengah berbagai usaha pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Papua.Dengan menggunakan pendekatan etnografi kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang
proses terbentuknya para elit Papua sebagai buah dari dinamika pemekaran daerah, serta habitus
kehadiran para elit dan siasat yang mereka praktikkan di tengah masyarakat.

Keywords: middle class; the Papuan elite; social transformation; territory
expansion
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Pendahuluan

Wacana pemekaran wilayah menjadi pem-
bicaraan yang sangat menggairahkan di ber-
bagai wilayah yang akan, sedang dan telah
mengalami proses pemekaran. Papua Barat,
yang dikenal sebagai wilayah kepala burung
merupakan wilayah yang diprogramkan untuk
pemekaran. Wacana mengenai pemekaran
wilayah itu berkembang dan menjadi fokus
pembicaraan di berbagai kalanga (Asosiasi
Antropologi Indonesia (AAI) 2011; Brata 2008;
Chauvel 2005; Hommers 2003; Suryawan
2013b). Para elit-elit lokal membicarakan
masalah pemekaran wilayah dengan per-
spektif kepentingan para elit. Sementara itu
para pegawai membicarakannya dengan per-
spektif “keamanan”nya sebagai pegawai pe-
merintah; pedagang membicarakan kemung-
kinan pengembangan usaha mereka, buruh
pun membicarakan dalam perspektif Kke-
mungkinan perbaikan hidup mereka Prinsip-
nya semua level dalam struktur masyarakat
terlibat dalam pembicaraan mengenai per-
soalan pemekaran daerah di kawasan kepala
burung Papua (Suryawan 2011b, 2011a).

Tampaknya pergunjingan dan gosip politik
yang tidak jelas ujung pangkalnya tentang
pemekaran daerah menjadi candu yang meng-
giurkan sekaligus memabukkan, khususnya
bagi para elit local dan secara pelan namun
pasti menyebar hingga ke masyarakat luas di
level akar rumput (Pamungkas 2004; Timmer
2007). Berita media-media massa pun mem-
bahas tentang pro dan kontra seputar wacana
pemekaran daerah yang terus-menerus terjadi
tanpa henti. Wacana pemekaran telah menjadi

konsumsi publik dan menjadi penegasan
bahwa perbincangan tentang politik menjadi
hal yang dominan tentang Papua melebihi hal
yang lain.

Beberapa bagian masyarakat dan elit lokal
terus memperjuangkan pemekaran, sebagian
elemen masyarakat lainnya justru menolaknya
dengan berbagai alasan (Hommers 2003).
Mulai dari membuka peluang migrasi para
pendatang, ketersingkiran orang asli Papua di
tanahnya sendiri, hingga korupsi ekonomi dan
politik yang melibatkan para elit lokal Papua
dan beberapa elemen masyarakat yang men-
jadi kolusinya. Cita-cita luhur pemekaran
untuk mensejahterakan masyarakat seakan
pelan namun pasti menjadi jauh dari harapan.
Kesejahteraan rakyat telah dirampas oleh se-
bagian kelompok masyarakat dalam komuni-
tas mereka sendiri.Intinya terjadi keterpecah-
an yang akut di tengah masyarakat antara
yang berapi-api memperjuangkan pemekaran
dan menolaknya karena akhirnya menjadi
candu yang melumpuhkan (Ramstedt dan
Thufail 2011; Scott 1995).

Pemekaran sendiri secara tekstual juga
menjadi pembahasan yang ramai dalam ranah
akademik. Makagansa (2008: 9) sebagai contoh
menyatakan bahwa istilah pemekaran wilayah
sebenarnya merupakan penghalusan bahasa
(eufimisme) dari kata “perpisahan” atau “pe-
mecahan” atas suatu wilayah tertentu yang ke-
mudian membentuk suatu unit administrasi
lokal yang baru. Jika dilihat dari perspektif
keseimbangan, harmoni, maka pemekaran
mengandung makna negatif. Oleh karena itu
dalam konteks seperti ini istilah pemekaran.
Dilihat dari filosofi harmoni, istilah perpisahan
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atau perpecahan memiliki makna yang negatif
sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih
cocok digunakan untuk menggambarkan
proses terjadinya daerah daerah otonom baru
pasca reformasi di Indonesia.

Pemekaran daerah, yaitu pemisahan diri
suatu daerah dari induknya yang mempunyai
tujuan untuk mendapatkan status yang lebih
tinggi dan meningkatkan pembangunan
daerah. Sebagai contoh, pemekaran daerah
dapat meningkatkan status kekuasaan, pe-
mekaran daerah juga dapat memperbesar
peluang menjadi PNS, dengan adanya otonomi
daerah memungkinkan sebagian orang me-
nikmati kas daerah, selain itu juga pemekaran
daerah dapat menggali setiap potensi ke-
budayaan atau sumber daya alam dari setiap
daerah atau provinsi masing-masing (Giay
2000). Selain itu pemekaran daerah semesti-
nya mempertimbangkan aspek budaya de-
ngan berbagai tradisi yang hidup di dalam
masyarakat (Flassy 1995; Giay 1996; Henley,
Davidson, dan Moniaga, ed. 2010), karena
tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut
akan terjadi berbagai gejolak sosial budaya,
selain politik tentu saja.

J. Kaloh (2007: 12) lebih lanjut mengatakan
bahwa dalam konteks pemekaran daerah/
wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan
pembentukan daerah otonom baru, bahwa
daerah otonom tersebut diharapkan mampu
memanfaatkan peluang yang lebih besar
dalam mengurus dirinya sendiri, terutama
berkaitan dengan pengelolaan sumber-
sumber pendapatan asli daerah, sumber daya

alam, dalam rangka meningkatkan ke-

sejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat
setempat yang lebih baik. Asumsi dasar dari
orientasi pemekaran wilayah ini adalah
dengan terbaginya wilayah maka memungkin-
kan terfokusnya pembangunan wilayah. Hal
ini berkait dengan keluhan yang selama ini
muncul bahwa dalam sebuah wilayah admi-
nistratif selalu muncul istilah wilayah utama
(focused region) dan wilayah pinggiran (perifer
areq).

Pemekaran daerah adalah suatu proses
membagi satu daerah administratif (daerah
otonom) yang sudah ada menjadi dua atau
lebih daerah otonom baru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah. Landasan pe-
laksanaannya didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah. Kedua peraturan itulah
yang menjadi landasan dilaksanakannya pe-
mekaran wilayah di Indonesia. Problematika
yang muncul kemudian adalah bahwa dengan
keragaman budaya masyarakat Indonesia
maka menjadikan keragaman problematika
yang muncul, termasuk di antaranya adalah
konflik agama (Suryawan 2017) yang di-
sebabkan oleh dinamika sosial yang muncul
akibat mobilitas sosial antar daerah akibat
adanya pemekaran wilayah tersebut

Beberapa kajian tentang pemekaran daerah
yang relevan untuk kajian ini antara lain kajian
dari Paulus L. Hommers (2003) yang dalam
kajiannya menjelaskan adanya kontroversi dari
berbagai kelompok dalam masyarakat Papua.
Kontroversi itu tidak hanya berkait dengan pro
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dan kontra, namun juga berkait dengan
menjadi berapa wilayah semestinya Papua itu
dibagi. Sebagian kelompok masyarakat me-
negaskan agar Papua dibagi menjadi tiga
wilayah, dan kelompok yang lain menyatakan
bahwa sebaiknay Papua dibagi menjadi tujuh
wilayah. Pembagian tersebut didasarkan pada
kondisi alam serta keragaman budaya Papua
yang sangat tinggi. Sebagaimana dikaji oleh
Ahmad Kadir (2017) yang menyatakan tentang
tingginya Kkeragaman budaya Papua yang
memungkinkan keragaman problematika so-
sial budaya sehingga mensyaratkan keragaman
dalam pengelolaan pembangunan.

Kajian I Ngurah Suryawan (2011b) menge-
nai dinamika otonomi khusus dan pemekaran
wilayah di Papua menemukan adanya kon-
testasi antar elit lokal dengan munculnya
wilayah-wilayah baru. Dominasi kontestasi
identitas lokal dan latar belakang budaya
masuk ke dalam pusaran kontestasi politik
lokal. Dengan fokus kajiannya di Manokwari
Suryawan menemukan adanya manipulasi
identitas budaya demi untuk memperoleh
posisi elit dalam politik. Temuan Suryawan
sejalan dengan temuan Jacqueline Vel dalam
penelitiannya di Sumba bahwa proses demo-
krasi di Indonesia, dengan berbagai dinamika
otonomi daerah telah menghidupkan kembali
rivalry tradisional yang dalam beberapa de-
kade tidak tampak. Hal ini karena suasana
rivalry dalam proses demokrasi telah men-
stimulir rasa persaingan yang telah lama
tertanam secara budaya.

Dengan pendekatan etnografi, penelitian ini
menggunakan observasi dan wawancara men-
dalam dalam pengumpulan datanya. Fokus

perhatian dari penelitian ini adalah pada
perilaku para elit Papua di tengah masyarakat.
Wawancara mendalam dilakukan untuk men-
dapatkan informasi tentang motivasi dan
tujuan yang diinginkan oleh para elit dalam
praktik-praktik yang mereka lakukan. Ke-
seluruhan data-data tersebut dituliskan de-
ngan metode etnografi yang menekankan
pada deskripsi data-data di lapangan. Sebagai
ciri etnografi, maka data dipaparkan dalam
bentuk emic yang kemudian dianalisis secara
etic (Spradley 1997). Metode emic adalah
metode pemaparan data sesuai dengan cara
informan mengatakan, dengan perspektif in-
forman, sementara metode etic adalah metode
pemaparan dengan cara penulis memaparkan,
dengan menggunakan metode akademik.

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas,
artikel ini memfokuskan perhatiannya pada
proses terbentuknya para elit Papua sebagai
buah dari dinamika pemekaran daerah. Per-
tanyaan penelitian ini penting karena ke-
hadiran para elit yang menjadi kelompok kelas
menengah baru di Papua ini sangat ber-
pengaruh besar dalam rangka perubahan
sosial yang dicita-citakan di Papua. Artikel ini
juga akan menbahas tentang habitus ke-
hadiran para elit dan siasat yang mereka
praktikkan di tengah masyarakat. Kelompok
kelas menengah baru ini memainkan peranan
yang sangat penting diantara memenuhi ke-
inginan negara dan kekuasaan serta berjanji
untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Proses Terbentuknya Elit Baru Papua

Jika menelisik ke belakang, sejarah pe-
mekaran di Tanah Papua berawal dari ter-
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pecahnya Provinsi Irian Jaya menjadi Irian Jaya
Barat (kini bernama Provinsi Papua dan Papua
Barat). Berdirinya provinsi baru yang nama
sebelumnya adalah Irian Jaya Barat berawal
dari dialog antara tokoh-tokoh masyarakat
Irian Jaya Barat dengan pemerintah Indonesia
pada 16 September 2002. Para tokoh-tokoh
masyarakat Papua ini menyampaikan agar
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
dan Menteri Dalam Negeri segera mengaktif-
kan kembali Provinsi Irian Jaya Barat yang
sudah ditetapkan pad 12 Oktober 1999. Pro-
vinsi Irian Jaya Barat didirikan berdasarkan
Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 dan di-
percepat dengan Instruksi Presiden (Inpres)
No. 1 Tahun 2003. Peresmian Kantor Guber-
nur Irian Jaya Barat dilakukan oleh Pejabat
Gubernur Abraham Oktavianus Ataruri yang
berlangsung pada 6 Februari 2003.

Terbentuknya kabupaten baru di Provinsi
Papua Barat seperti Kaimana, Teluk Won-
dama, Sorong Selatan, Maybrat, dan dua yang
terbaru yaitu Manokwari Selatan dan Pe-
gunungan Arfak menggambarkan begitu ber-
gairahnya keberlangsungan pemekaran da-
erah di wilayah Provinsi Papua Barat (Widjojo
2001). Di tengah diversitas budaya yang tinggi
di wilayah vogelkop (kepala burung) ini (Kadir
2017) selalu muncul keinginan untuk meme-
cah wilayah kembali dalam bentuk kabupaten-
kabupaten baru (Prakarsa Rakyat 2007).
Demam pemekaran sangat jelas terlihat dari
keinginan beberapa elemen rakyat Papua
untuk memekarkan daerahnya menjadi 33
DOB (Daerah Otonom Baru). Dari 10 DOB
adalah hasil pemekaran di Provinsi Papua

Barat. Hal ini sangat mencengangkan sekaligus
mengundang keprihatinkan akan proses dan
dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Di tengah demam pemekaran daerah itulah
muncul kelompok-kelompok di tengah masya-
rakat yang menjadi otak dan berada di lapisan
atas dari kelompok pejuang pemekaran
(Suryawan 2013c). Jika kita menelisik jauh ke
belakang, kelompok-kelompok sosial politik ini
adalah kumpulan orang-orang yang mem-
punyai pengaruh di tengah masyarakat mau-
pun jaringan ke lingkaran kekuasaan negara
maupun aparat keamanan. Orang-orang yang
berpengaruh ini mempunyai modal sosial
(tokoh agama, adat, politik, birokrat) dan
modal ekonomi (pengusaha, pejabat, tuan
tanah) sehingga sangat berpengaruh di tengah
masyarakat. Kelompok orang-orang berpe-
ngaruh inilah yang sering disebut dengan
“orang-orang kuat” lokal yang memainkan
peranan sebagai broker (perantara) antara ke-
pentingan kekuasaan dan masyarakat. Ke-
lompok ini tidak akan pernah rugi karena
orientasi-nya adalah menghisap kedua ke-
lompok yang berusaha dijembataninya (Surya-
wan 2013a).

Terbentuknya “orang-orang kuat” yang
memiliki kuasa dan pengaruh di Tanah Papua
tidak bisa dilepaskan dari restrukturisasi
(penyusunan/konsolidasi kembali) kekuasaan
Orde Baru pasca bergabungnya (integrasi/
aneksasi?) Papua ke dalam pangkuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam
rentang waktu tahun 1970-2000-an, telah
terjadi konsolidasi kekuasaan yang dilakukan
oleh negara dengan introduksi birokrasi pe-
merintahan dan pola berpikir “pembangunan-
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isme”—dimana stablitas keamanan menjadi
harga mati untuk terlaksananya program-
program negara di seluruh Tanah Papua.

Di tengah situasi itulah terlahir kelompok-
kelompok elit Papua di pemerintahan yang
membawa pengaruh besar terhadap ke-
lompok elit di tengah masyarakat Papua
sendiri. Klasifikasi dari Mansoben (1994)
tentang Sistem Politik Tradisonal di Irian
Jaya— yang menyebutkan tipe kepemimpinan
terdiri dari pria berwibawa, tipe kepemim-
pinan raja, tipe kepemimpinan kepala suku
atau kepala klen, dan sistem pemerintahan
adat dengan tipe kepemimpinan campuran—
tentunya mengalami perubahan dan kondisi
yang semakin rumit seiring pengaruh-
pengaruh modernitas yang terjadi di tengah
masyarakat Papua.

Basis pengaruh dan kekuasaan bagi sistem
kepemimpinan tradisional, yang salah satunya
diungkapkan oleh Mansoeben, diantaranya
adalah penguasaan kepada jaringan relasi
(hubungan) yang terbangun di tengah masya-
rakat secara sederhana, dimana terdapat
sejumlah nilai, norma dan aturan yang ber-
sumber dari kebudayaan setempat. Di tengah
relasi inilah para pemimpin lokal bertugas
mengatur keseharian hidup dari masyarakat
setempat dengan berbagai modal-modal yang
telah mereka miliki, seperti modal sosial
(sebagai pria berwibawa yang mempunyai
banyak babi, tanah, dan lainnya), budaya
(pewaris dari keturunan raja, kepala suku atau
Kklen). Dengan memiliki kelebihan modal sosial
dan budaya, ditambah dengan modal materi,
para pemimpin lokal Papua ini kemudian

mentautkan (menghubungkan) dirinya dengan
dunia global dengan berbagai kemungkinan-
kemungkinan dan sudah tentunya dengan
berbagai kepentingan (Zollner 2006).

Fragmentasi (keterpecahan) justru terjadi
di tengah situasi perubahan sosial yang sedang
dialami oleh Papua. Mengidentifikasi dan
membaca dinamika “orang-orang kuat” lokal
menjadi begitu sumir namun dampaknya
terasa jelas dalam setiap praktik-praktik
pembanguan dan kekuasaan di Tanah Papua.
Penggunaan perspektif tradisional tentang
kepemimpinan seperti yang diungkapkan
Mansoben (1994) beresiko gagal untuk
menangkap kompleksitas dan dinamika yang
dipentaskan para orang kuat lokal ini yang
terus-menerus bergerak. Namun yang pasti,
lahirya orang-orang kuat lokal Papua men-
cerminkan berhasilnya pengaruh negara
Indonesia dalam memfasilitasi berbagai
peluang-peluang tempat hidup dan ber-

kembangnya para orang-orang kuat lokal ini.

Salah satu sumber kehidupan orang lokal
ini adalah di sumber-sumber daya di pe-
merintahan, yang justru dikelola oleh negara
itu sendiri, dan kongsi-kongsi (persekutuan)
dalam mengeksploitasi sumber daya alam
(Zollner 2006). Kedua sumber daya ini
menjadi lahan hidup para orang-orang kuat
lokal yang melakukan kontrol dan penguasaan
terhadap sumber daya tersebut dan men-
ciptakan jaringan-jaringan di tengah birokrasi
pemerintahan dan Kkorporasi perusahaan
multinasional.

Bekerjanya orang-orang kuat lokal ini juga
menyasar (dan menggunakan) modal budaya
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dan sosial tradisional yang dimiliki oleh pria
berwibawa, raja, kepala suku, dan kepala klan.
Namun satu hal cerdas yang dilakukannya
adalah mengapropriasi (meminjam atau
mengambil alih untuk kepentingan sendiri)
modal sosial dan budaya tradisional untuk
“dimanfaatkan” demi berbagai kepentingan.
Hal ini biasanya sering dapat dilihat ketika
investasi global dalam wujud perusahaan-
perusahaan masuk ke kampung-kampung
(Lounela dan Zakaria 2002). Pada saat inilah
jaringan orang-orang kuat lokal di peme-
rintahan dan masyarakat lokal tempat rencana
investasi tersebut berlangsung memainkan
pengaruhnya untuk kepentingannya sendiri.

Dalam perbincangan yang lebih luas, orang
kuat lokal dalam bahasa Migdal (dalam Sidel
2005: 73) berhasil melakukan “kontrol sosial”
yang efektif pada negara-negara dunia ketiga
yang sedang berkembang Orang-orang kuat
lokal ini berhasil menempatkan diri atau mena-

ruh anggota keluarga mereka pada sejumlah
jabatan penting demi menjamin alokasi
sumber-sumber daya berjalan sesuai dengan
aturan mereka sendiri ketimbang menurut
aturan-aturan yang dilontarkan dalam retorika
resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan
perundang-undangan yang dibuat di ibukota
atau oleh pelaksana peraturan yang kuat.

Gambar 1.
Para elit Papua sedang mengikuti acara deklarasi pencalonan diri sebagai Gubernur
dan Wakil Gubernur Papua Barat (foto: | Ngurah Suryawan)
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Orang kuat lokal meskipun terkesan men-
jadi “penghambat” lajunya pemerintahan, tapi
sesungguhnya bertindak sebagai pelayan per-
tumbuhan ekonomi, memfasilitasi pengalihan
tanah dan penindasan buruh serta memungut
keuntungan sangat besar sebagai pialang lahan
dan sektor bangunan. Para mafia lokal di
Indonesia juga mengawasi industri di kota-
kota besar dan penggalian sumber daya alam
kehutanan dan pertambangan yang berlimpah
di seluruh nusantara. “Orang kuat lokal” yang
sering diremehkan sebagai musuh pem-
bangunan akhirnya lebih tampak sebagai agen
terdepan perkembangan kapitalis yang tidak
diakui (Sidel 2005: 102).

Para orang kuat lokal inilah yang se-
benarnya menjadi pemain dibelakang layar
dari berjalannya proses pembangunan dan
pemekaran daerah di Tanah Papua. Kelahiran-
nya para orang kuat lokal ini sebagai kelompok
elit Papua tidak bisa dilepaskan dari kehadiran
beragam bentuk struktur-struktur ataupun
sistem-sistem yang pada intinya bertujuan
untuk mengkoloni (baca: menjajah) Tanah
Papua. Beragam struktur dan sistem tersebut
lambat laun menciptakan kelompok masya-
rakat yang sangat dekat dan mempunyai akses
yang mudah kepada kelompok-kelompok ke-
kuasaan maupun akses kepada moda ekonomi
baru (kuasa investasi global). Selain itu, struk-
tur pemerintahan, birokrasi, pendidikan, dan
kelompok swasta lainnya merupakan sistem
yang menciptakan kelompok-kelompok kelas
menengah baru dalam masyarakat. Kelompok-
kelompok inilah yang berada pada struktur ma-

masyarakat Kkelas atas yang mempunyai ke-
kuatan modal untuk berkongsi dengan negara
(baca: pemerintahan dan apaturnya) dan
membentuk jaringan kapital dan kekuasaan.

Dalam konteks yang terjadi di Tanah Papua,
bertumbuh kembangnya struktur kekuasaan
yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia
hingga kini terasa kuat mencengkram ke-
bebasan masyarakat dalam berekspresi, se-
kaligus mempengaruhi pola berpikir masya-
rakat. Masyarakat Papua sebagai pelaku sosial
sangat terpengaruh dengan rangkaian sistem-
sistem dan struktur pemerintahan, bahkan
berusaha memanfaatkan peluang-peluang
yang disediakan oleh sistem dan struktur
tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi
atau kelompok etniknya. Dalam konteks inilah
memahami Kkelahiran kelompok elit dalam
kelas menengah baru di Papua tidak cukup
hanya melihat sistem dan struktur yang
membentuknya, atau peranan dari agen-agen
dalam masyarakat saja. Argumentasi lainnya
melihat bahwa terjadi dialektika antara pelaku
dan sistem. Struktur-struktur sosial hanya bisa
diciptakan, dilanggengkan, dan diubah oleh
pelaku-pelaku sosial; sebaliknya, pelaku sosial
kendati dikatakan bebas, dikondisikan oleh
struktur-struktur tersebut. Dalam konteks itu,
menjadi mudah untuk dipahami proses lahir-
nya kelompok elit sebagai kelas menengah
baru di Papua yang terjadi marak belakangan
ini. Mereka inilah kelompok kelas menengah
yang memiliki jejaring kuat dengan berbagai
kelompok elit di pusat kekuasaan serta me-
miliki investasi besar di beberapa real eatate di
Pulau Jawa.
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Habitus Kehadiran Para Elit dan Siasat
yang Mereka Praktikkan di Tengah
Masyarakat

Kehadiran kelompok masyarakat elit kelas
menengah baru di Papua tidak terlepas dari
relasi (hubungan) yang tercipta antara pelaku
(manusia sendiri) dengan lingkungannya yang
berlangsung lama dan berubah-ubah. Dari
proses hubungan itulah tercipta struktur
subjektif yang yang terbentuk dari pengalam-
an individu berhubungan dengan individu lain
dalam jaringan struktur objektf (struktur/
sistem) yang ada dalam ruang sosial” (Takwin
ed. 2005: xvii). Pierre Bourdieu (1930-2002)
adalah sosiolog Prancis yang memperkenalkan
konsep habitus untuk menjebatani perdebatan
tentang analisis struktur dan agensi dalam
memahami fenomena sosial yang terjadi di
tengah masyarakat.

Habitus bisa dikatakan sebagai ketidak-
sadaran kultural, yakni pengaruh sejarah yang
secara tak sadar dianggap alamiah. Habitus
adalah produk sejarah yang terbentuk setelah
manusia lahir dan berinteraksi dengan masya-
rakat dalam ruang dan waktu tertentu. Jelas
habitus bukan kodrat, bukan bawaan alamiah
yang melengkapi manusia, baik secara psiko-
logis maupun biologis. Habitus merupakan
hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivi-
tas bermain, dan juga pendidikan masyarakat
dalam arti luas. Pembelajaran itu terjadi secara
halus, tak disadari dan tampil sebagai hal
wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang
alamiah, seakan-akan terberi oleh alam atau
“sudah ada dari sananya” (Takwin ed. 2005:
xviii-xix). Habitus adalah kerangka penafsiran

untuk memahami dan menilai realitas sekali-
gus penghasil praktik-praktik kehidupan yang
sesuai dengan struktur-struktur objektif. Ke-
dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Habitus
menjadi dasar kepribadian individu. Pem-
bentukan dan berfungsinya habitus seperti
lingkaran yang tidak diketahui ujung pangkal-
nya: di satu sisi, sangat memperhitungkan
hasil dari keteraturan perilaku dan di lain sisi
modalitas praktiknya mengandalkan pada
improvisasi, dan bukan pada kepatuhan pada
aturan-aturan (Haryatmoko 2003: 10).

Salah satu yang membentuk habitus elit
Papua adalah “panggung-panggung” yang di-
sediakan oleh negara yaitu dalam bentuk
introduksi
membentuk kelas menengah Papua yang ter-
diri dari para pejabat dan barisan aparat
birokrasi pemerintahan. Introduksi agama-

(birokrasi) pemerintahan yang

agama samawi yang masuk ke Papua juga
menghasilkan para elit agama dengan tujuan
“memberadabkan” bangsa Papua. Para elit biro-
krasi juga (seolah-olah) mempunyai tujuan
untuk melayani rakyat Papua dalam men-
jalankan pembangunan dan untuk kemajuan
dan kesejahteraan rakyat. Belum lagi dengan
masuknya investasi dalam bentuk perusahaan-
perusahaan multinasionasional dalam wujud
perusahaan-perusahaan
kampung-kampung dan mengeruk kekayaan
alam di Tanah Papua (Tsing 2005). Di tengah
struktur-struktur sosial itulah terbentuk para
elit Papua yang menikmati keuntungan struktur
agama, ekonomi, dan politik tersebutMereka

yang merambah

membentuk dirinya “lepas” dari akar rakyat
Papua kebanyakan dan menjadi kelompok
masyarakat kelas menengah yang selalu di-
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pertanyakan komitmennya bagi gerakan per-
ubahan sosial di Tanah Papua.

Salah satu habitus yang merubah—dan
juga merumitkan—secara drastis kebudayaan
dan identitas bangsa Papua adalah hadirnya
pembangunan dengan mimpi kemajuaan dan
sekaligus memberadabkan rakyat Papua.
Namun situasi yang terjadi justru sebaliknya.

Mengutip Walter Benjamin (1892-1940)
yang mengkritik pendangan masyarakat mo-
dern bahwa kemajuan dan peradaban modern
itu menjanjikan kebahagian masa depan.
Dalam konteks Papua, ideologi dan kebijakan

pembangunan di atas kertas menjanjikan masa
depan yang wah. Tetapi dalam kenyataannya di
lapangan, ia berubah wajah menjadi ideology
yang membenarkan perampasan tanah, peng-
usiran warga masyarakat, “peternakan” OPM
(Organisasi Papua Merdeka) dan GPK (Gerakan
Pengacau Keamanan), pembunuhan, peng-
hancuran identitas dan masa depan bangsa
Papua. Benjamin pesimis terhadap kebudaya-
an modern yang memacu manusia untuk
mengejar pengusaan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan penemuan-penemuan baru di
segala bidang kehidupan manusia untuk men-

Gambar 2.
Masyarakat Suku Arfak di daerahPegunungan Arfak Manokwari, Papua Barat bersama
dengan para elitnya (foto: | Ngurah Suryawan)
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capai kesempurnaan dan kebahagiaan. Karena
bagi Benjamin, usaha menguasai ilmu penge-
tahuan dan teknologi ini hanya mitos dan janji
utopis masa depan yang tidak seluruhnya
benar. Karena obsesi terhadap kemajuan tidak
saja merusak hubungan manusia dengan
manusia dalam kehidupan sosial, tetapi juga
mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Lebih
tragis lagi pengejaran terhadap kemajuan itu
membawa kehancuran dan pemusnahan bagi
pihak lain dan bagi kemanusiaan itu sendiri
(Giay 2000).

Kesimpulan

Pemekaran wilayah yang terjadi di Papua
tidak dapat dilepaskan upaya pembangunan
wilayah Indonesia dengan tujuan kemakmur-
an dan Kkesejahteraan masyarakat di mana
proses pemekaran wilayah dijalankan. Feno-
mena pemekaran secara gamblang memapar-
kan bagaimana lokalitas kekuasaan begitu
nyata terjadi. Pembagian wilayah-wilayah
berdasarkan alasan etnik bahkan kekerabatan
tidak terhindarkan. Di tengah situasi pemekar-
an di Papua, muncul pertanyaan kritis menge-
nai kemungkinan bagi orang Papua untuk
mengembangkan identitas-identitas baru yang
lebih inklusif bukan ekslusif berbasis etnik
atau bahkan marga tertentu.

Memikirkan untuk mengembalikan Papua
ke titik asli budaya-budaya etnik di tengah in-
terkoneksi global akan
Papua menjadi wilayah eksotik, steril, dan tan-

“mengkolonisasi”

pa sejarah. Padahal budaya Papua seharusnya
dinamik dan menyejarah dan tidak terisolasi
dari perkembangan dunia. Tapi, apakah pe-

mekaran memungkinkan untuk lahirnya apre-
siasi terhadap pembaharuan-pembaharuan
kebudayaan yang melampaui etnik-etnik?
[tulah letak persoalan dan tantangannya.

Pemekaran daerah adalah ruang dimana
terjadi friksi (persentuhan) antara kebudayaan
etnik dan introduksi kebudayaan luar.Dalam
merespon friksi inilah orang Papua ditantang
untuk berpikir dan mengembangkan pemikir-
annya untuk melahirkan kreatifitas-kreatifitas
baru yang memungkinkan rakyat Papua mem-
peroleh akses, ruang, dan ekspresi guna selalu
memperbaharui identitas dan kebudayaannya.
Tantangan pemekaran daerah adalah melawan
pemikiran untuk mengembalikan identitas dan
kebudayaan Papua ke titik asali tempo dulu.
Ruang-ruang interkoneksi yang terjadi pada
pemekaran inilah sebenarnya kesempatan
rakyat Papua untuk memikirkan identitas dan
kebudayaannya yang baru, yang akan terus
bergerak dinamis, menyejarah.

Pemekaran daerah juga menjadi salah satu
struktur sosial yang menciptakan para kelas
menengah baru ini. Lewat struktur-struktur
sosial dalam pemekaran daerah itulah—dan
tentunya masih banyak lagi yang lainnya—
habitus kelas menengah Papua terbentuk.
Mereka “membantinkan” dan menyatukan
dirinya terhadap lingkungan-lingkungan sosial
yang tanpa sadar membentuk cara berpikir
dan berperilaku. Habitus kelas menengah
Papua memunculkan para elit lokal yang justru
“merampok” kedaulatan rakyat Papua untuk
merubah diri dan lingkungan Papua ke arah
yang lebih baik. Kasus-kasus korupsi yang
dilakukan oleh para elit Papua, “pencurian”
harkat dan martabat rakyat Papua dalam
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berbagai kasus-kasus perampokan sumber
daya alam, penipuan melalui program-prog-
ram pembangunan yang (katanya) mensejah-
terakan rakyat secara gambling menggambar-
kan bagaimana habitus kelas menengah telah
menciptkan kelompok para elit yang telah
merampok kedaulatan rakyat Papua sendiri
untuk “memimpin diri mereka sendiri dalam
gerakan pembebasan (perubahan) sosial di
Tanah Papua”. Di sanalah identitas Papua itu
terus-menerus akan dipikirkan, dikonstruksi,
dan diperdebatkan. Dengan demikian Papua
menjadi hidup dan spirit yang akan terus
menyala bagi generasi-generasi berikutnya di
tanah yang diberkati ini.[]
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